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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Setiap manusia pada umumnya mengharapkan kebahagiaan dan 

berusaha agar kebahagiaan tersebut tetap menjadi miliknya. Salah satu 

kebahagiaan yang dimaksud ialah dengan dilangsungkannya perkawinan. 

Hidup bersama ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat bahwa 

dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu mereka tidak dapat 

memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Namun 

keputusan untuk hidup bersama ini harus berdasarkan hukum yang berlaku 

di Indonesia. Di Indonesia terdapat lembaga hukum yang mengatur tentang 

hidup bersama yang disebut dengan lembaga perkawinan. 

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.1 Perkawinan dalam Undang-Undang Tentang 

Perkawinan, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan 

tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang dimana tolak ukur 

sah atau tidaknya suatu perkawinan sepenuhnya ada pada hukum masing-

masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.  

 

 
 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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 Perkawinan ialah perjanjian atau juga akad akan tetapi bukan berarti 

bahwa perjanjian atau akad ini memiliki arti yang sama dengan perjanjian 

pada umumnya yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Buku ke-III, perbedaanya yang dimana perjanjian pada umumnya para 

pihak yang berjanji bebas untuk membuat dan menentukan isi dan bentuk 

perjanjian tersebut, sedangkan perjanjian pada perkawinan para pihak tidak 

dapat bebas menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, selain isi dan bentuk 

yang telah ditetapkan dengan hukum yang berlaku. Perbedaan lainnya yang 

dapat terlihat pada hal berakhirnya suatu perjanjian, bahwa pada perjanjian 

umumnya, berakhirnya perjanjian kedua belah pihak, misalnya karena telah 

tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batasan waktu 

yang telah ditetapkan berakhir, maka tidak berlangsung secara terus 

menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batas waktu, perkawinan 

harus kekal kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak atau 

batalnya perkawinan.2 

 Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia yang meliputi 

lahiriah dan batinia. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis 

manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Unsur rohaniah dalam 

perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup 

berpasang-pasangan dan rasa kasih sayang. Perkawinan adalah kebutuhan 

mendasar yang mempengaruhi banyak aspek keberadaan manusia. 

 
 2 Sinta Aswira dan Budi Santoso, “Tinjauan Hukum Terjadap Pembatalan Perkawinan 

Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/Pa.Pare”, jurnal 

NOTARIUS, Vol. 12 No. 2, (2019), hlm. 609. 
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Terbangunnya sebuah rumah tangga yang berisi kehidupan impian bersama 

diawali dengan perkawinan. 

 Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perjanjian 

yang sangat serius untuk mengikuti petunjuk Allah SWT dan 

melaksanakannya sebagai ibadah.3 Namun kenyataannya, dalam 

masyarakat penyelesaian masalah poligami  merupakan tantangan, sehingga 

mengarah pada kecenderungan untuk mencari solusi terselubung dan tidak 

jujur. Yang dimaksud dengan perilaku tidak jujur adalah menyamar sebagai 

perjaka di hadapan petugas pencatatan perkawinan padahal mereka masih 

sah menjadi suami dari perempuan lain. Pada Pasal 4 Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: 

1. Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagaimana 

disebut di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib 

mengajukan permohonan izin kepada pengadilan di daerah tempat 

tinggalnya. 

2. Pengadilan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya 

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari 

seorang apabila: 4 

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan.; 

c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan; 

 
 3 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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3. Kemudian dalam pasal 29 ayat (1) berbunyi, “Pada waktu atau 

sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan 

bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 

Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga 

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Dengan 

demikan dalam suatu perkawinan pihak pria dan wanita dapat 

melaksanakan perjanjian pranikah yang dapat dibuat tertulis 

dihadapan pihak ketiga (notaris). 

 Berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti bahwa adanya 

poligami yang sama pada kasus Pengadilan Agama Makasar dengan nomor 

putusan 227/Pdt.G/PA. Makasar, dimana suami melakukan poligami tanpa 

izin dari Pengadilan Agama dan suami memalsukan identitasnya yang 

mengaku belum menikah. Padahal kenyataanya suami sudah melakukan 

pernikahan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum (nikah 

siri). Melihat kenyataan seperti itu akhirnya wanita yang merasa tertipu 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan 

Agama. Ada dua hal penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, 

pelanggaran prosedur perkawinan, hal ini berkaitan dengan tidak 

terpenuhinya rukun-rukun pernikahan, apabila wali nikah yang tidak 

memenuhi syarat yang sesuai dalam peraturan undang-undang dan Kedua, 

adanya pelanggaran mengenai materi perkawinan apabila salah seorang 

pihak yang dikawini masih terikat pernikahan dengan orang lain. 
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 Namun pada masalah kasus ini terbukti bahwa pihak pria memiliki 

ikatan pernikahan sebelumnya dengan wanita lain. Dalam pasal 27 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan 

bahwa: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan 

terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Dikemukakan bahwa 

perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami 

atau istri tetapi juga termasuk “penipuan”. Manipulasi identitas merupakan 

tindakan penyelewengan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan 

data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus 

seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa 

kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat 

melangsungkan perkawinan.5 Manipulasi itu misalnya terhadap suami 

ataupun istri yang dikawinkan dan identitas diri mereka berbeda dengan 

yang diketahui, itu sering disebut dengan manipulasi identitas. 

 Terkait permasalahan tersebut, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tidak menjelaskan rincian penting mengenai batalnya perkawinan 

akibat pemalsuan identitas, melainkan Undang-Undang Artinya putusnya 

perkawinan karena salah pengertian suami atau istri (merasa ditipu atau 

adanya unsur penipuan) oleh salah satu pihak, yang hanya dapat 

mengajukan permohonan pembatalan atau putusnya perkawinan di 

Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan 

 
 5 Andersau Sipayung, Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis 

Kelamin Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 

2014, hlm. 5. 
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keputusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang 

membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut dianggap 

tidak pernah ada. Sekalipun perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi, 

bukan berarti menghilangkan akibat hukum perkawinan tersebut. 

Putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang tidak 

sah dapat mempunyai akibat hukum bagi laki-laki atau perempuan dan 

keluarganya sebagaimana diatur dalam undang-undang nasional yakni 

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), dimana suami istri tersebut kembali seperti keadaan semula 

atau diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

menjadikan sebuah skripsi dengan judul: “AKIBAT HUKUM DALAM 

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA IDENTITAS PALSU 

UNTUK TUJUAN POLIGAMI TERHADAP PERJANJIAN 

PRANIKAH YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (Studi Kasus 

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA. Makasar)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dalam pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan 

oleh hakim pada perkara nomor 227/Pdt.G/2021/PA. Makasar sudah 

memenuhi rasa keadilan? 

2. Bagaiamana akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena 

pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Makasar apabila ada 

perjanjian pra-nikah yang dibuat dihadapan notaris sebelum 

perkawinan? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Apakah pembuktian dan pertimbangan hukum yang 

digunakan oleh hakim, untuk memutuskan perkara nomor 

227/Pdt.G/2021/PA. Makasar sudah memenuhi rasa keadilan 

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena 

pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Makasar apabila ada 

perjanjian pra-nikah yang dibuat dihadapan notaris sebelum 

perkawinan? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian untuk menambah 

pengetahuan mengenai pentingnya syarat dalam perkawinan sehingga 

identitas penting dalam hukum yang berlaku dalam perkawinan pada 

putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 227/Pdt.G/2021/PA. Mks. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat di jadikan pedoman dan rujukan serta menjadi 

penambah wawasan bagi berbagai pihak yakni para pembaca baik 

kalangan akademis, masyarakat luas agar dapat memahami dengan jelas 

tentang pembatalan perkawinan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Pembahasan tentang pernikahan sangatlah luas. Oleh karena itu, 

penulis mencoba membatasi pembahasan yang ada di dalam penelitian ini 

dengan berkenaan mengenai pembatalan perkawinan poligami karena 

identitas tanpa izin pengadilan agama. Pembatalan perkawinan pada 

penulisan skripsi ini berfokus pada pembatalan perkawinan karena telah 

melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. Objek penelitian ini dilakukan pada Pengadilan 

Agama Makasar dengan menganalisis permaslahan mengenai Putusan 

Perkara Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Mks. 

F. Kerangka Teori 

 Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa 

suatu proses atau gejala yang spesifik tertentu dapat terjadi. Sangat berguna 

untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan dari penelitian, 

serta sebagai dasar penelitian penulis, agar langkah selanjutnya dapat jelas 

dan konsisten. Kerangka teori berfungsi sebagai teori pendukung atau 

landasan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari 

permasalahan yang akan dianalisis. Kerangka teori juga berguna sebagai 
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pendalaman teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan gejala yang 

akan diteliti.6 Penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan dengan 

masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan 

diperoleh pada penelitian, yakni sebagai berikut: 

1. Teori Kepastian Hukum 

Hans Kelsen berpendapat bahwa, hukum yakni suatu norma. Norma 

merupakan tingkah laku manusia yang deliberative. Aturan-aturan yang 

terisi dalam Undang-undang bersifat umum dan dibentuk sebagai 

pedoman manusia untuk berperilaku di kehidupan bermasyaraka, yaitu 

hubungan manusia dengan manusia atau masyarakat. Aturan ini 

dijadikan sebagai batas bagi masyarakat untuk melakukan beberapa 

tindakan kepada manusia. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan 

tersebut melahirkan kepastian hukum.7 

Kepastian hukum menurut normatif merupakan peraturan yang ada 

pada saat diciptakan dan dibandingkan dengan jelas karena peraturan 

yang mengatur secara pasti dan sistematis artinya bahwa peraturan 

tersebut tidak menciptakan keraguan dan logis serta sebagai suatu sistem 

antara norma lain kemudian agar tidak memunculkan suatu perbedaan. 

Kepastian hukum menetapkan terhadap pengesahan hukum yang benar, 

konsisten serta konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak bisa 

dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan 

 
 6 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan 

Aplikasinya, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2010, hlm. 64. 
7 Peter Mahmud Mazuki, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158. 
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keadilan tidak hanya ketentuan moral akan tetapi, secara konkret 

mencirikan hukum.8 

 Kaitannya dengan tugas hakim, sebaiknya putusan hakim 

seharusnya dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak 

yang berperkara. Di sini tugas dan peran hakim untuk wajib memberikan 

pengertian-pengertian melalui dialog selama dalam proses persidangan. 

Di samping putusan hakim mempunyai kepastian hukum bagi para 

pihak, putusan hakim diharapkan juga memberi nilai keadilan dan 

kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya.9 

2. Teori Keadilan 

Keadilan merupakan suatu kata yang sederhana dikarenakan banyak 

para ahli yang mendefinisikan arti dari keadilan. Namun kata keadilan 

ini tidak cukup diartikan dengan pendapat para ahli saja melainkan 

perlu perenungan yang mendalam karena keadilan menyangkut hak dan 

kewajiban setiap orang.10 

Arti dari keadilan sendiri telah banyak ditegaskan oleh para ahli 

diantaranya adalah Aristoteles dan John Rawls. Aritetoles menegaskan 

bahwasannya keadilan ada karena terjadi persamaan antara hak dan 

kewajiban menurut proporsionalnya. Sedangkan menurut John Rawls 

keadilan harus disebut dengan natural position atau posisi asali yang 

 
8 Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeline R, Palembang dan Godlieb N Mamahit. 

Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385. 

 9 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 2018, hlm. 110. 
10 Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat". El- 

Afkar, Vol. 8 No 1, 2019, hlm 1. 

https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1997/0 diakses pada 10 Oktober 

2023 

https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1997/0
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memiliki arti bahwasannya keadilan ada karena setiap orang memiliki 

kedudukan dan status yang sama sehingga memiliki hak yang sama atas 

suatu kebebasan dasar.11 

Teori keadilan digunakan penulis didalam penelitian ini untuk 

melihat apakah pertimbangan hakim didalam memutus kedua perkara 

ini sudah memiliki nilai keadilan mengingat kedua perkara perceraian 

ini diajukan dengan gugatan yang dilayangkan oleh istri 

atau pihak wanita. Gugatan cerai yang dapat diajukan oleh pihak istri 

mencerminkan adanya upaya penegakan nilai keadilan dimana tidak 

hanya suami yang dapat mengajukan gugatan cerai melainkan istri juga 

dapat mengajukan gugatan cerai, hal ini didukung dengan adanya asas 

yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan yaitu asas 

memperbaiki derajat para kaum wanita. Asas ini memiliki arti 

bahwasannya istri memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang 

seimbang dengan suami.12 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

 Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang 

diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang 

saling berkepentingan, dan sebuah konsep putusan tertulis tidak 

mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim 

 
11 Achmad Zakki Adlhiyati, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat 

Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2. 

2019, hlm 412. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102 diakses pada 10 Oktober 

2023. 
12 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian. 

Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.36. 

https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102


12 
 

 

di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu uitspraak 

tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis vonnis.13 

 Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang 

sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusan 

putusan nya hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah 

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 

b) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang 

dilakukan terdawa itu merupakan suatu tindak pidana dan 

apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat 

dipidana 

c) Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang 

dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana atas apa 

perbuatannya. 

 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas 

Hakim untuk mengadili perkara dimana dalam tugasnya tersebut hakim 

haruslah menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam 

menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh ataupun 

memihak kepada salah satu pihak. Teori dasar pertimbangan hakim, 

yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan 

 
 13 Drs. H. Mahjudi, M.H.I., Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim, hlm. 1 diakses dari 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-

hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228 (diakses 10 Oktober 2023 pada pukul 10:10 WIB). 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228
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tersebut dapat diuji dengan memuat 4 kriteria dasar pertanyaaan 

berupa:14 

a) Benarkah Putusanku ini? 

b) Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 

c) Adilkah putusan ini bagi para pihak ? 

d) Bermanfaatkah putusan ku ini? 

 Pedoman pemberian pidana strafftoemeting-leidraad akan 

memudahkan hakim dalam menetapkan pemidaannya, setelah terbukti 

bahwa terdakwa tekah melakukan perbuatan yang dituduhkan 

kepadanya. Dalam daftar tersebut dimual hal hal yang bersifat subjektif 

yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan 

butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan 

lebih dipahami mengenai pidananya seperti yang dijatuhkan itu. 

4. Teori Konsep Perkawinan 

 Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari perkawinan yang sah 

sesuai hukum yang berlaku dan bertujuan untuk membentuk keluarga. 

Konsep perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sejahtera yang diliputi oleh rasa kasih sayang yang akan hidup 

tentram dan bahagia.  

 

 
 14 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakima, Bina Ilmu: Surabaya, 2007, hlm. 136. 
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Dalam perkawinan akan terjalinnya ikatan lahir batin yang 

merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang 

bahagia dan kekal. Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal 

belaka. Menurut KUH Perdata, hakikat perkawinan adalah hubungan 

hukum antara subjek-subjek hukum yang mengikatkan diri dalam 

perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan antara persetujuan kedua 

belah pihak yang akan membuat untuk saling mengikat dan membentuk 

keluarga.15 

 

G. Definisi Konseptual 

 Adapula definisi koseptual dalam skripsi ini yang digunakan sebagai 

batasan dalam penelitian ini adalah meliputi: 

1. Manipulasi Identitas 

Merupakan tindak pidana berupa pemalsuan identitas diri atau badan 

yang meliputi nama palsu, alamat palsu, jabatan palsu, dan identitas 

lainnya dengan tujuan agar korban percaya seolah-olah identitas 

tersebut benar atau badan yang dipalsukannya benar. 

2. Poligami 

Poligami merupakan sistem perkawinan yang membolehkan 

seorang suami mempunyai istri lebih dari satu orang. Dasar hukum 

poligami dapat kita jumpai dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan 

yang mengatur secara jelas bahwa, “Pengadilan dapat memberi izin 

kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila 

 
15 H. Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm 

135. 
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dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Khusus bagi 

yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 

56 ayat (1) KHI, “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang 

harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.” 

3. Perjanjian Pranikah 

Merupakan perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang hendak 

menikah dan berfungsi untuk mengikat hubungan keduanya. 

persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada 

saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat 

perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Aturan mengenai 

pembuatan perjanjian pranikah dimuat dalam KUH Perdata dan UU 

Perkawinan. Pasal 139 KUH Perdata menerangkan bahwa para 

calon suami istri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang 

dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal 

itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum, 

dan sejumlah ketentuan yang berlaku. 

 

H. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian normatif bertujuan untuk menelaah dan mengkaji 

berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan pengadilan, teori hukum, 

dan pendapat dari para sarjana. Dalam penelitian normatif, mempelajari 
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mengenai kaidah hukum dan penerapan norma-norma yang dilakukan 

dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah 

diputuskan, yang mana dapat dilihat dalam yurisprudensi atau 

keputusan-keputusan dari hakim terhadap perkara yang menjadi objek 

penelitian. Dalam hal ini, penerapan analisis hukum normatif yang dapat 

digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor Putusan 

227/Pdt.G/2021/PA.Mks. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Merupakan dasar untuk menyusun argumen yang tepat, pada 

penulisan ini penulis menggunakan tiga jenis pendekatan (approach), 

yakni: 

a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 Pendekatan perundang-undangan memiliki fungsi yang akan 

membuka kesempatan bagi penulis atau peneliti untuk mempelajari 

adakah kesesuaian dan konsistnesi antara suatu perundang-

undangan yang satu dengan yang lainnya. Maka hasil dari telaah 

tersebut merupakan suatu argumen dapat memecahkan isu yang 

dihadapi.16 

b) Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) 

 Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah 

pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari 

pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti 

 
 16 Dyah Ochtoria Susanti dan A’am Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar 

Grafika, 2015, hlm. 17. 
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akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian 

hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan 

dengan isu yang dihadapi.17 Pendekatan konsep hukum menurut 

Peter Mahmud, merupakan dasar dari pandangan-pandangan atau 

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.18 

c) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 Melakukan pendekatan kasus ialah dengan cara menelaah 

kasus-kasus yang berhubungan dan telah memiliki putusan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap, serta di dalam penelitian digunakan 

penalaran yaitu pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan 

tersebut.19 Dalam penelitian ini melalui penelaahan dan pengamatan 

terhadap kasus pemalsuan identitas untuk tujuan poligami melalui 

putusan hakim, yakni putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 

227/Pdt.G/2021/PA. Mks. 

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

a) Bahan Hukum Primer 

 Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang 

dibutuhkan adalah: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

3.  Kompilasi Hukum Islam; 

 
 17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana 2011, hlm. 35.  

 18 Ibid, hlm. 95. 

 19 Ibid, hlm. 94. 



18 
 

 

4. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, seperti Putusan PA Makasar Nomor 227/Pdt.G/2021/PA. 

Makasar 

b) Bahan Hukum Sekunder 

 Sumber hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai 

buku, jurnal ilmiah, kajian ilmiah seperti tesis, hasil penelitian 

terdahulu, rancangan peraturan dan seluruh pustaka. 

c) Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memiliki 

informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, yang berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan 

internet.20 

4. Analisis Bahan Hukum 

Setelah mengumpulkan sumber bahan hukum. Maka dari itu 

analisisnya dilakukan dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap dokumen-dokumen 

hukum guna menyusunnya secara akurat dan teratur serta menarik 

kesimpulan dari dokumen-dokumen hukum tersebut yang dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis pada penulisan skripsi ini 

dan pada saat yang sama dapat ditarik kesimpulan di dalam 

pembahasan ini. 

 
 20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14. 
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5. Teknik Penarikan kesimpulan 

 Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan 

kesimpulan  yang secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif 

yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat 

umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus atau hal-hal yang 

dimulai dari suatu hukum menuju kepada hal-hal yang bersifat konkret21 

  

 
 21 Edutafsi, Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif, dapat ditemukan 

pada http://www.edutafsi.com/ (diakses 9 September 2023). 

http://www.edutafsi.com/
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